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ABSTRAK


KAJIAN TEORITIS PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN YANG SEDANG MENJADI JAMINAN KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA 
YANG BERKAITAN DENGAN TANAH


	Berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan yang dijadikan obyek jaminan hak tanggungan, maka secara otomatis hapus pula Hak Tanggungan dan obyek Hak Tanggungan tersebut menjadi tanah Negara, sehingga apabila proses perpanjangan Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya dan masih dibebankan Hak Tanggungan, dalam praktiknya debitur harus membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) kepada kreditur, oleh karena itu menarik untuk dianalisis tentang kedudukan Hak Tanggungan terhadap pembaharuan Hak Guna Bangunan yang masih dibebani Hak Tanggungan dan kekuatan hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) terhadap pembaharuan Hak Guna Bangunan yang masih dibebani Hak Tanggungan. 
Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, jenis penelitian yuridis normatif, metode pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, serta analisis dilakukan secara normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan penelitian yang pertama, diperoleh simpulan, bahwa kedudukan hak tanggungan terhadap pembaharuan Hak Guna Bangunan yang masih dibebani hak tanggungan, maka harus dilakukan pembebanan Hak Tanggungan baru atau pembebanan ulang piutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan tersebut, sehingga kreditur untuk menjamin pelunasan piutangnya tidak lagi mempunyai kedudukan sebagai kreditur yang preferen, melainkan sebagai kreditur konkuren. Sedangkan terhadap permasalahan penelitian yang kedua, simpulannya adalah kekuatan hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) terhadap pembaharuan Hak Guna Bangunan yang masih dibebani Hak Tanggungan yang telah berakhir haknya atau berstatus tanah Negara tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagai dasar untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas Hak Guna Bangunan hasil pembaharuan.






Kata Kunci : Pembebanan Hak Tanggungan 
ABSTRACT


THEORETICAL STUDY OF THE RENEWAL OF THE RIGHT TO BUILDING THE CREDIT ASSURANCE RELATED TO LAW NUMBER 4 OF 1996 CONCERNING THE RIGHTS OF LAND USE AND THE OBSTACLES
RELATED TO LAND


	The expiration of the Right to Use Building that is used as an object of guarantee of liability, then automatically delete the Underwriting Right and the Underwriting Right object into State land, so that if the process of extending the Hak Guna Bangunan has expired and is still subject to Underwriting Right, in practice the debtor must make a Power of Attorney to Charge the Underwriting Right (SKMHT) to the creditor, therefore it is interesting to analyze the position of the Underwriting Right to renew the Right to Use the Building that is still burdened with Underwriting Rights and the legal power of the Power of Attorney to Charge the Underwriting Right (SKMHT) against renewal of the Right to Build still burdened with Mortgage Rights.
	The specification of this research is descriptive, the type of normative juridical research, the method of approaching the law. Data collection techniques through document study, as well as qualitative normative analysis.
	Based on the results of the analysis of the first research problem, it was concluded that the position of the dependent rights to renewal of the Hak Guna Bangunan, which is still burdened with mortgage rights, must be imposed with new Underwriting Rights or repayment of receivables guaranteed by the Underwriting Right, so that the creditor guarantees repayment the receivable no longer has a position as a preferred creditor, but as a concurrent creditor. Whereas for the second research problem, the conclusion is the legal power of the Power of Attorney to impose Underwriting Rights (SKMHT) on renewal of Use Rights Buildings that are still encumbered with Underwriting Rights that have expired rights or state land status have no legal force, so they cannot be used as a basis for make a Deed of Granting Rights (APHT) for the Right to Build as a result of renewal.
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